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'ABSTRAK

Balanced Scorecard merupakan salah satu model pengukuran kincga sebuah
organisasi, yang bukan hanya menekankan pada scberapa jauh keberhasilan organisasi
dilihat dari segi keuangan saja, akan tetapi lebih ditekankan pada kescimbangan
(Balanced) antara hasil yang dicapai dengan faktor pendorong untuk mencapar hasil
tersebut. Balanced Scorecard menggambarkan scperangkat tujuan yang melampau
ukuran keuangan. Konsep Balanced scorecard mengukur kinerja suatu organisasi dari
empat perspektif yaitu perspektif keuangan, persnektif pelanggan, perspektit proses
bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Scbuah orgisasi dapat
mengukur seberapa besar berbagai usaha dapat menciptakan nilai bagi para pelanggan
atau masyarakat umum pada saat ini dani masa yang akan datang.

Balanced Scorecard tak hanya merupakaun system manajemen kinerja yang
diperlukan bila suatu organisasi ingin berinvestas: iangka panjang demi memperolch
hesil keuangan yang memungkinkan perkembangan organisasi bisnisnya dan bila
crganisasi pemerintah ingin meningkatkan kinerjanya dalam era otonomi daerah
sckarang ini. Konsep Balanced Scorecard pada dasarnya taerupakan penerjemahan
strategi dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam jangka panjang,
yang kemudian divkur dan dimunitor secara berkelanjutan.  ‘Tulisan  int
menitikberatkan pada bagaimana mengukur dan mengimplementasikan konscp
Balanced Scorecard di organisasi scktor publik. Berbagai kendala dan permasalahan
yang iimbul dart pengimplementasian konsep Bualanced Scorecard menjodi masukan
bagi suatu organisasi yang ingin menerapkan konsep int. Konsep ini akan membantu
organisasi untuk melakukan pengukuran kinerja secara Iehih komprehensils dan
akurat.

Kata Kunci: Balanced Scorecord, Pengukuran Kinerja, Organisasi Sektor Publik



Banyak metode yang bisa digunakan dalam sistem pengukuran kinerja di
sektor publik. Metode pengukuran yang digunakan di sektor pubiik yang pertama
adalah value for money. Value for nioney berarti diterapkannya tiga prinsip dalam
proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Abinafisa, 2009).
Indikasi keberhasilan suatu organisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan darn
kesejahteraan masyarakat (social welfare) yang semakin baik, kehidupar: demokrasi
yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara
pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila
lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan konsep vafue for money.
Value for money merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah mencapai
good governance. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik yang
mendasarkan konsep value for money, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan
dan anggaran yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah
memiliki sistem akuntansi yang baik.

Metode pengukuran kinerja vang kedua adalah dengan menggunakan analisis
social cost benefit. Metode ini terkait dengan proses pengambilan keputusan
mengenai kelayakan suatu proyek atau progrem. Analisis 11 umura digunakan di
suatu instansi pemerintah untuk menentukan kelayakan pengembangan suatu proyek.

Selain metode pengukuran yang dijelaskan sebelumnya, perlu diketahui juga
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 disebutxan bahwa
dalam paradigma kepemerintahan yang baik terdapat prinsip-prinsip profesionalitas,
akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, ehsiensi, efektivitas, dan
supremasi hukum (Suhadi & Desi, 2001; dalam Solikin, 2006). Dalam bahasa yang
lebih sederhana, terdapat tiga prinsip utama dalam kepemerintahan yang baik yaitu
partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (3imanjuntak, 2005). Saat ini hal yang
menonjol adalah masih enggannya pimpinan instansi pemerintah untuk menetapkan
ukuran kinerja dan target-targetnya pada awal periode pelaksanaan anggaran.
Akibatnya hingga kini masih banyak instansi pemerintah bekerja tanpa ukuran dan

target kinerja yang jelas. Untuk 1tu kiranya diperlukan suatu penetapan kinerja yaag



merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapar oleh mstanst
pemerintah sebagal upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka lebih meningkatkan pzlaksanaan pemerintalian yang lebih
berdaya guna, berhasil guna, bersith dan bertanggnng jawab, pemerintah
mengeluarkan Inpres No. 7 tahun 1999, yang mewajibkan setiap penyclenggara
Negara —mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan
kewenangannya dalam bentuk Laporan Akuntuhilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP). Laporan akuntakilitas merupakan bentuk pertanggungjawabar pemerintah
kepada masyarakat yang telah memberikan mandat untuk menjalankan roda
pemerintahan.

Hal menarik yang terungkap dalam pelatihan penyusunan LAKIP adalah
LAKIP merupakan laporan yang berbasis akuntansi, sehingga bagi mereka yang tidak
memiliki pengetahuan akuntansi sangat sulit untuk meimahami peryusunannya.
Pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, kota, mengevaluasi LAKIP masih lebih
dititikberatkan pada evaluasi terhadap kualitas penerapan komponen-komponen
utama dalam sistem AKIP, dan belum paua analisis capaian xinerjanya. Hal ini
dimaksudkan wuntuk dapat lebih mendorong perbaikan-perbaikan substansi
perencanaan strategis, rencana kinerja, perurnusan indikator kinerje (output dan
outcomes), pengukuran kinerja, dan kualitas informasi kinerja dalam LAKIP. Secara
kualitas, dari hasil evaluasi terhadap instansi yang telah mengimplementasikan sistem
AKIP, terlihat kondisi-kondisi yang menyebabkan LAKIP sulit untuk di
implementasikan, yaitu ukuran keberhasilan instansi masih mengarah pada
terlaksananya kebijakan/programvkegiatan daripada orientasi kepada hasil.

Oleh karena itu, dikembangkan metode pengukuran kinerja lain yang dapat
memudahkan dalam proses implementasinya. Metode pengukuran ierscbut
dinamakan Balanced Scorecard. Balanced Scorecard biasanya diaplikasikan dalam

suatu perusahaan karena tidak hanya mencakup aspek kevangan saja melainkan aspck



non keuangan, Balanced scorecard semula merupakon aktivitas tersendirt yang
terkait dengan penentuan sasaran, tetapi kemudian diintegrasikan dengan sistem
manajemen strategis. Balanced scorecard bahkan dikembangkan I¢bih Janjut scbagai
sarana untuk berkomunkasi dari berbagai urit dalam suatu organisasi. Balunced
scorecard juga dikembangkan sebagai alat bagi organisasi untuk berfokus pada

strategi.

2. POKOK BAHASAN
Pokok bahasan dalam makalah adalah mengukur dan mengimplementasikan

sistem pengukuran kinerja di sektor publik dengun metode baianced scorccard.

3. TUJUAN PEMBAHASAN
Tujuan pembahasan yang diharapkan dapat dicapai dalam pembahasan adalah
memberikan pemahaman akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja di

sektor publik dan bagaimana mengimplementasikannya di sektor publik.

4. KAJIAN LITERATUR
4.1. Balanced Scorecard Sebagai alat Ukur Kinerja

Setiap manajemen suatu organisasi memerlukan suatu alat ukur untuk
mengetahui seberapa baik performa organisasinya. Ohjek yang selalu diukur adalah
bagian keuangan, mengapa hanya bagian keuangan? Jawabannya sederhana karena
keuangan berbicafa mengenial angka, sesuatu yang mudah dihitung daa dianalisa.
Dengan perkembangan ilmu manajemen dan kemajuan teknologi informasi, sistem
pengukuran kinerja organisasi yang hanya mengandalkan perspektif keuangan
dirasakan banyak memiliki kelemahan dan keterbaiasun. Sesungguhnya ada
perspektif non keuangan yang lebin penting yang dapat digunakan dalam mengukur
kinerja suatu organisasi. Kenyataan inilah yang menjadi awal terciptanya konsep

balanced scorecard. Oleh karena itu, balanced scorecard digunakan sebagai alat ukur




kinerja yang dapat memberikan pemahaman secara luas tentang performance suatu
organisasi.

Balanced Scorecard adalah suatu sistem manajemen untel mengelola
implementasi strategi, mengukur kiuerja secura utuh, mengkomunikasikan visi,
strategi dan sasaran kepada stakeholders melalai empat perspektif, yaitu perspektit
keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta proses pembelajaran dan
pertumbuhan (Kaplan dan Norton, 1996). Sementara, Tunggal (2003:2)
mendefinisikan Balanced Scorecard sebagai sckelompok tolak ukur kinerja vang
terintegrasi yang erasal dari strategi organisasi dan mendukung strategi organisasi
untuk dapat mencapai tujuan organisasi.

Pengukuran kinerja dengan metode baianced scorecard memandang suatu
unit dari empat perspektif, yaitu perspektif pelanggan, preses bisnis internal, proses
pembelajaran dan pertumbuhan serta perspektif keuangan.

Menurut Yuwono etal., (2002:31-39), terdapat empat perspektif indikator
keberhasilan instansi pemerintah sebagaimana diadaptasi dari metodologi balanced
scorecard.:

1. Perspektif Keuangan

Berfokus pada bagaimana cara memenuhi kebutuhan pelayanan secara efisien.

Perspektif ini melihat pada kinerja dari sudut pandang penyedia sumber daya

dan menunjukkan hasil dari apa yang ingin dicapai dalam perspekuif lainnya
2. Perspektif Pelanggan

Indikator yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana pelanggan

memandang organisasi adalah tingkat kepuasan pelanggan yang bisa diketzhui

melaiui survey pelanggan, sikap dan perilaku mereka dapat diketahui dari
keluhan-keluhan yang mereka sampaikan

3. Perspektif Proses Bisnis Internal
Perspektif ini mencakup indikator produktivitas, kualitas, waktu penycrahan,

waktu tunggu dan sebagainya. Indikator ini memungkinkan kita untuk



menentukan apakah proses telah mengaiami peningkatan, dan mencapai target
dan sasaran
4. Perspektif Inovasi dan Pembelajaran

Kemampuan organisasi uvntuk meningkatkan dan memenuhi permintaan
masyarakat terkait secara langsung dengan kemaimpuan Xaryawan untuk
memenuhi permintaan itu. Perspektif ini memuat indikator seberapa jauh
manfaat dari pengembangan barn atau bagaimana hal ini incmberikan
kontribusi bagi keberhasilan di masa depan. Mengukur hasil dar: tindukan dan

aktivitas yang dicapai.

Apabila target-target diatas dapat terpenuhi maka cfekaya akan mengimbas
pada perspektif finansial juga. Hal terpenting yang harus kita pahami adalah
bagaimmana suatu organisasi mendefinisikan apa yang ingin dicapai serta membuat
ukurannya yang selanjutnya terus memonitor hasil yang telah dicapai. Selanjutnya
Xita bisa melihat apakah tujuan kita akan tercapai atau tidak.

Selain sebagai alat ukur keuangan dan non keuangan seperti yang dijelaskan
sebelumnya, Balanced Scorecard juga merupakan alat strategis pengukuran secara
komprehensif, dimana sistem manajemen strategis disini berfungsi untuk
menterjemahkan visi dan strategi suatu organisasi kedalam tujuan dan ukuran
operasional (Hansen dan Mowen, 2003; dalam Imelda, 2004). Umumnya Balanced
Scorecard dimasukkan dalam kerangka manajemen strategik. Manajemen strategik
adalah pola pengelolaan strategi organisasi jangka pendek dan panjang. Terdiri dari 4
langkah utama dalam menciptakan masa depan organisasi seperti juga terdapat pada
gambar 1.

1, Perencanaan jangka panjang, terdiri dari: perumusan strategi, perencanaan
strategi, dan penyusunan program

2. Perencanaan laba jangka pendek

3. Implementasi

4, Pemantauan



Pada perkembangarn selanjutnya
(1993-1995), Balancc Scorecard
diterapkan untuk merghasitkan

- rencana strategik yang
komprehensif dan koheren

WL

Pada perkembangan awal
(1990-1992), Balanced Scorecard
diterapkan untuk pengukuran
secara komprehensif kinetja
eksekutir
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Gambar 1
Perkembangan Peran Balanced Scorecard dalam Sistem Manajemen Strategik
Sumber: Mulyadi (2001)

Gambar 1 menjelaskan bahwa konsep Balanced Scorecard dapat merubah
fokus perspektif perencanaan dari sexedar pada fokus financial anggaran tahunan dan
berjangka pendek, menjadi perspektif perencanaan komprehensif yang mencakup
aspek finansial, bisnis internal, dan pembelajaran/pertumbulian.

Pada dasarnya menurut Sofian (2006) keunggulan pendekatan balanced
scorecard dalam sistermn manajemen strategik adalah mampu menghasilkan rencana

strategik yang memiliki karakteristik sebagai berikut:



Komprehensif

Balanced Scorecard memperluas perspekiif yang dicakup dalam perencanaan
strategik, dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspekiif keuangan,
meluas ke perspektif lain.

Koheren

Di dalam balanced scorecard dikenal dengan istilah hubungan sebab akibat
(causal relationship). Setiap perspektif (Keuangen, costumer, proses bisnis,
dan pembelajaran-pertumbuhan) mempunyai suatu sasaran strategik (strategic
objective) yang mungkin jumlahnya lebih dari satu. Definist dari sasaran
strategik adalah keadaan atau kondisi yang akan diwujudkan di masa yang
akan datang yang merupakan penjabaran dari tujuan suatu organisast. Sasaran
strategik untuk setiap perspektif harus dapat dijelaskan hubungan sebab
akibatnya, scbagai contoh pertumbuhan Retwrn on investmen (RO!) ditentukan
oleh meningkatnya kualitas pelayanan kepada customer.

Seimbang

Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan cleh sistein perencanraan
strategik peating untuk menghasilkan kinerja keuangan berjangka panjang,
Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan dalam 4 perspekiif meliputi
Jangka pendek dan panjang yang berfokus pada faktor internal dan eksternal.
Keseimbangan dalam balanced scorecard juga tercermin dengan selarasnya
scorecard personal staff dengan scorecard suatu organisasi sehingga setiap
personal yang ada di dalam organisasi bertanggungjawab untuk memajukan
organisasinya.

Terukur

Balanced Scorecard mengukur sasaran-sasaran strategik yang sulit untuk
diukur. Sasaran-sasaran strategik di perspektif customers, proses bisnis/intern,
serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran vang tidak niwudah

diukur, namun dalam pendekatan Balanced Scorecard, sasaran di ketiga



perspektif non keuangan tersebut ditentukan uxurannya agar dapat dikelola,
sehingga dapat diwujudkan. Dengan demikian, keterukuran sasaran-sasaran
strategik di ketiga perspektif tersebut menjanjikan perwujudan berbagal
sasaran  strategik nonkeuangun, sehingga kincrja  keuargan  dapat

berlipatganda dan berjangka panjang.

4.2 Sistem Pengukuran Kinerja di Sektor Publik

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proses,
kebijkaan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi; misi dan
strategl suatu organisasi/instansi pemerintah (ILAN, 2003). Sementara itu, Penot
(2008) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai suatu proses penilaian kemajuan
pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk
informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan
jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang
diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapal tujuan.

Dari definisi-definisi diatas dapat menyimpulkan babwa pengukuran kinerja
adalah aktivitas pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas rantai nilai
yang ada di dalam suatu organisasi yang dimana hasil pengukuran tersebut kemudian
digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi
pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana suatu organisasi memerlukan
penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.

Ada beberapa kendala pengukuran kinerja organisasi sektor publik, yaitu; (1)
Tidak bermotif mencari keuntungan. (2) Adanya pertimbangan khusus dalam
pembebanan pajak. (3) Ada kecenderungan berorientasi semata — mata pada
pelayanan. (4) Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi. (3)
Kurang banyak menggantungkan diri pada kiiennya untuk mendapaikan bantuan
keuangan (6) Dominasi profesional. (7) Pengaruh politik biasanya memainkan

peranan yang sangat penting (Salusu, 2003; dalam Bawono, 2004).
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Seperti yang sudah dijclaskan schelumnya bahwa sckior publik itu salah
satunya adalah tidak berorientasi pada laba, maka pengukuran kinerja di sektor publik

meliputi aspek-aspek, antara lain;

1. Kelompok masukan adalah segala sesuatu vang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan kehuaran
2. Kelompok proses adalah ukuran kegiatar, baik dari segi kecepatan, ketepatan,
maupun tingkat akurasi petaksanaan kegiatan tersebut
3. Kelompok keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai

dari suatu kegiatan yang dapat berwyud maupun tidak berwujud
4, Kelompok hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung
3. Kelompok manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan ckhir dari
pelaksanaan kegiatan
0. Kelompok dampak adalah pengaruh yang dittimbulkan baik positif maupun
Negatif

Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum schingga pengukuran
kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahuni seberapa bechasil misi sektor publik
tersebut  dapat  dicapai penyedia jasa dan  barang-barang  publik.
Manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi (Lynch

dan Cross, 1993; dalam Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangany, vaitu:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk
pencapaian kinerja

2, Memastikan  tercapainya rencana kinerja  yang telah  disepakati

3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja d¢an inembandingkannya
dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja

4. Memberikan penghargaan dun hukuman yang obyekiii atas prestasi pelaksana



yang telah diukur sesvai dengan system pengukuran kinerja yang tclah
disepakati
S. Menjadi alat komunikasi antara bawdghan dan pimpinan dalam  upaya
memperbaiki kinetja organisasi
Mengidentifikasikan  apakah kepuasan pelanggan sudah  terpenuhi
Membantu ~ memahami  proses  kegiatan  instansi pemerintah

Memastikan bahwaa pengambilan keputusan dilakukan sscara obyektif

© ® = e

Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan

10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

5. PEMBAHASAN
5.1 Organisasi Sektor Publik Dalam Menghadapi Kendaia Pengukuran Kinerja

Pemilihan indikator dan ukuran kinerja dan penetapan target untuk sctiap
ukuran merupakan upaya konkret dalam memformulasikan tujuan strategis organisasi
sehingga Iebih terwujud dan terukur. Pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada
karakteristik operasional organisasi. Hal ini terutama diperlukan untuk
mendefinisikan indikator dan ukuran kinerja yang digunakan.

Pengukuran kinerja pada organisasi bisnis berbeda dengan pengukuran kinerja
di sektor publik, di mana pada sektor bisnis itu pengukuran kinerjanya bisa dikatakan
lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan organisasi sektor publik. Pada
organisasi bisnis, kinerja penyelenggaranva dapat dilakukan dengan cara misalnya
melihat tingkat laba yang berhasil diperolehnya sedangkan pada organisasi sektor
publik, pengukuran keberhasilannya lebih kompleks, karena hal-hal yang dapat
diukur lebih beraneka ragam dan kadangkadang bersifat abstrak schingga
pengukuran tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan satu variabel sqja.

Kendala pengukuran kinerja di sektor publik selain (1) Tidak bermotif
mencari kcuntungan, (2) Adanya pertimbangan khusus dalom pembebanen pajak. (3)

Ada kecenderungan berorientasi semata — mata pada pelayanan. (4) Banyak
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menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strawegi. (5) Kurang banyak
menggantungkan diri pada kliennya untuk mendapatkan bantuan keuangan (6)
Dominasi profesional. (7) Pengaruh politik biasanya memainkan peranun yang sangat
penting (Salusu, 2003; dalam Bawono, 2004), sebenarnya ada hal lair yang bisa
dijadikan kendala pengukuran kinerja di sektor publik, yaitu:
1. Sifat outpur adalah kualitatif, intangible dan indireci
Output disini bukan berbentuk fisik atau barang, melainkan berbenruk
pelayanan. Karena pelayanan disini sifatnva adalah kualitatif, tidak berwujud
dan indirect, maka sulit untuk diukar.
2. Antara input dan owput tidak mempunyai hubungen sccara langsung
Maksud dari tidak adanya hubungan antara input dan ouput sceaia langsung
adalah bahwa karakteristik inpu#(biaya) yang terjadi sebagian hesar tidak bisa

ditelusur atau dibandingkan secara langsung dengan output nya.

Dengan dilakukannya pengukuran kinerja maka kita bisa memastikan apakah
pengambilan keputusan sudah di ambil secara tepat atau tidak. Selain itu kita juga
bisa memantau dan mengevaluasi pclaksanaan kinerja serta melakukan tindakan
untuk memperbaiki kinerja di periode yang berikutnya. Dan yang harus kita ketahui
adalah ada beberapa informasi penting yang harus di pazhami dalam melakukan
pengukuran kinerja. Informasi yang termasuk dalam pengukuran kinerja artara lain:

1. Efisiensi
2. Kualitas
3. Efektivitas

5.2 Balanced Scorecard di Organisasi Sextor Publik
Balanced Scorecard bukan hanya sebagai pengukuran kinerja organisasi
bisnis atau profit akan tetapi dalam jangka panjang penerapannya dapat digunakan

pada organisasi publik. Salah satu contohnya adalah Dinas Pemadam Kebakaran.
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Dinas Pemadam Kebakaran merupakan salah satu contol instansi pemerintah
yang bertujuan melayani masyarakat. Tujuan organisasi seperti ini adalah scrupa
dengan tujuan instansi pemerintah pada umumnya yaitu kepuasan bagi stakeholders
eksternal yang menyediakan sumber daya bagi organisasi, Namun seperti kebanyakan
organisasi laba lainnya, identifikasi stakeholders ekstarnal iebih rumit daripada
organisasi bisnis. '

Dibawah ini terdapat ilustrasi yang mencerminkan adanya Expectation Gup
Pengukuran Kinerja Kantor Pemadam Kebakarar:

”Kebakaran yang menimpa Kawasan bedeng padat penduduk di JI Tubagus
Angke RT 08/01 depan Stasiun KA Angke Barat, Jakarta Barat, sckitar
pukul 14.30 WIB dilalap api, Sabtu (25/4) merupakan bukti bezitu loyo dan
amburadul-nya pelayanan pemadam kebakaran. Si jago merah akhirnya
berhasil dipadamkan sckitar pukul 17.30 dengan bantuan 29 kendaraan
pemadam kebakaran. "Kebakaran tersebut melalap bedeng yang ada di RT
8,9,10, 11, 12 dan 13 di RW 01 Angke Barat, Jakarta Barat," ujar anggota
polisi Briptu Yoka M kepada Traffic Managemert Center (TMC) Polda
Metro Jaya. Petugas kesulitan untuk memadamkan kobaran api karena
lokast yang susah terjangkau akibat sempitnya jalan masuk ke lokasi.
Kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan schab-sebab
kebakaran masih dalam penyelidikan polisi.

(Harian Kompas, 25 April 2009)

Hustrasi di atas menunjukkan belum adanya kejelasan tentang indikator
kinerja atau keberhasilan suatu Dinas Pemadam Kebakaran. Keluhan masyarakat
seperti yang terjadi di Kavsasan Bedeg tersebut membuktikan tingkat pelayanan yang
tidak memuaskan. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat
memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Kasus di atas memberikan pelajaran
yang sangat berharga bahwa formulasi pengukuran kinerja harus memperhatikan
keinginan dan harapan publik.

Dalam rangka memperoleh hasil pengukuran yang obyektif dan menyeluruh
mencakup semua aspek maka ada beberapa metode pengukuran kinerja yang bisa
digunakan, salah satunya adalah dengan menggunakan mctode balanced scorecard.

Balanced scorecard pada Kantor Pemadam Kebakaran bertujuan untuk mengukuor



kinerja berdasarkan pada cmpat perspextil vaitu, perspektif keuangen, pclanggan,
proses bisnis internal serta inovasi dan pembelajaran (Tabel 1)

Kenapa balanced scorecard? karena Balanced scorecard diyakini dapat
mengubah strategi menjadi tindakan, menjadikan strategi scbagai pusat organisasi,
mendorong terjadinya komunikasi vang lebih baik antar karyawan dan manajemen,
meningkatkan mutu pengambilan keputusan dan memberikan informasi peringatan
~dini, serta mengubah budaya ksrja. Dengan balanced scorecurd, suatu
organisasi/instansi lebih transparan, iuformesi dapat diakses dengan mudah,
pembelajaran organisasi dipercepat, umpan balik menjadi obyektif, terjadwal. dan
tepat untuk organisasi dan individu.

Mengapa institusi pemerintah contohnya Dinas Pemadam Kebakaran perlu
mengadopsi  balanced scorecard? Karena pemerintah pada cra sckarang ini,
diharapkan untuk menjadi: akuntabel, kompetitif, ramah rakyat, dan berfokus pada
kinerja. Tuntutan ini mengharuskan organisasi pemeriniah untuk bertindak

profesional sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi swasta.

Tabel 1
Formulasi Aplikatif Pengukuran Kinerja Dengan Metods BSC
Dinas Pemadam Kebakaran

]
No. Perspektif Evaluasi Seiisih / Ket
Indikator Realisasi
I. | Finansial i
1. Pengadaan Rp.xxx Rp xxx Berpedoman
peralatan (anggaran) pada
2. Pemeliharaan Rp xxx Rp xxx anggraran
dan (anggaran) untuk rmenilai
perbaikan selisih dg
3. Dan sebagainya | Rp xxx Rp xxx




(anggarai

realivasi

Pelanggan

1. Kepuasan
masyarakat
(korban bencana
kebakaran)

2. Kepedulian
msyarakat
atas manfaat
Pemadam
Kebakaran

lapangan

3. Penilaian petani
terhadap kualitas
jasa

Dinas Pemadam
Kebakaran

Rasio keluhan
masyarakat
kurang dari x%

Rasio keluhan
masyarakat
kurang dari x%

Tk. Minimal
kerugian yang
diderita korban

Proses Internal

1. Ketepatan waktu
proses

2. Pegawai terlatih
dan
berkualitas

3. Ketersediaan
sistem
per periode

Prosentase telp
masuk dijwb
dlm waktu
maks | menit

Sedikitnya 1%
peg lapangan
memenuhi std
kompetensi

Informasi yang
dibutuhkan
dapat tersedia
dalam waktu
maksimal 5
menit

T

Data hasii
survey
lapangan

Data hasil
Survey
Rasio

Data hasil
Survey
Rasio

—

Rasio keluhan=
jml

keluhan / jmi
korban

Rasio
kcluhap= jml
keluhan / jmi
korban

Tk kerugian
min.=—
proseniase
kerugian
terhadap total
asset korban

wh

Perlu survey
lapangan

Perlu survey
lapangan

Perlu survey
lapangan

Menunjukkan
aspek
pelayanan

Menunjukkan
kualiias
pegawai

Seharusnya
mempunyai
Sistem
database
yang
memadai




Inovasi &
Pembelajaran

1. Jumlah
pelatihan
pegawai setahun

2. Lingkungan
kerja
yang up to date

3. Jml
Peningkatan
teknologi yg bisa
meningkatkan
efisiensi

L

Proporsi peg.
yang dilatih
minimal §0%

Benckmarks dg
kantor hukum
swasta terbaik
min. 5x
selahun

Peningkatan
teknoiogi
sebesar 10%
setahun

Data hasil
Survey
lapangan

Data hasil
Survey
Japangan

Data tentang

pengadaan dan
pemanfaatan
teknologt maju

Propoisi int
adalah rasio
pegawal yang
ikut pelatihan
dg peg. Total

Lingkungan
kerja sangat
mempengaruhi
produktivitas

Adopsi fasilitas
tekitologi yg
bisa
mengurangi
keleinahan kerja

16

-

Sumber: Bastian (2006)

6. SIMPULAN

Balanced scorecard adalah metode yang cukup fleksibel diterapkan bagi

organisasi sektor publik yang tidak hanya sekedar mengukur aspek keuangan semata

namun ingin mengetahui berbagai macam aspek lain yang bessifat non keuangan.

Selama ini penilaian atau pengukuran hanya untuk mengetahui posist kerja

suatu program, mulai aspek input, proses sampai output. Penilaian tersebut tidak

sampal menggambarkan persoalan di balik kinerja suatu intansi. Balanced scorecard

memberikan prosedur bagaimana tujuan organisasi dirinci ke dalam sasaran-sasaran

dalam berbagai perspektif secara lengkap, dengan ukuran-ukuran wvang jclas.

Balanced scorecard merupakan mekanisme untuk membuat organisasi, termasuk

organisasi pemerintah, berfokus pada strategi, karena penerapan balanced scorecard
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memungkinkan semua unit dalam organisasi memberikan kontribusi sccara terakur
pada pelaksanan strategi organisasi. Balanced scorecard scbuiknya dikembangkan
oleh setiap organisasi pemerintah untuk mempertajam perannya dalam menjalankan

fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga membedakannya denpan organisasi pemerintah
] } & P

lain.
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